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 BAB III  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian BAB II tentang Penegakkan Ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam 

Menegakkan Ketentuan Pasal 4 Angka 12, 13, 14, dan 15 Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bagi Para 

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik. Peranan Pemerintah Kabupaten 

Bantul ini dilakukan melalui upaya memaksakan kepatuhan yang dilakukan 

oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan cara 

melakukan penyebaran surat edaran dan sosialisasi tentang netralitas Pegawai 

Negeri Sipil dalam proses pemilu, sehingga tidak ditemukan adanya Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Bantul yang melakukan pelanggaran terhadap isi dari Pasal 4 angka 12, 13, 14, 

dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

B. Saran 

 Upaya-upaya dalam mencegah terjadinya sanksi disiplin bagi pegawai 

negeri sipil di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Bantul yang dilakukan oleh kepala kantor sudah berjalan dengan baik sehingga 
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tidak ditemui adanya pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, namun 

dari hasil tersebut penulis menemukan bahwa ada Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul apabila 

menemukan pegawai negeri sipil lain melakukan pelanggaran disiplin maka 

Pegawai Negeri Sipil tersebut bersikap acuh dan tidak melakukan tindakan 

apapun, sehingga perlu adanya penekanan yang lebih dari Kepala Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul atau dari Pemerintah Kabupaten 

Bantul untuk menyikapi hal tersebut sehingga sebagai Pegawai Negeri Sipil 

bisa saling mengingatkan atau melaporkan apabila ada Pegawai Negeri Sipil 

lain melakukan pelanggaran. 

 Adapun saran dari penulis dalam menyikapi hal tersebut adalah supaya 

Pemerintah Kabupaten Bantul atau Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Bantul  lebih menekankan rasa taat aturan dan rasa peduli terhadap 

aturan demi terwujudnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

pembangunan dengan cara memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri 

Sipil yang melaporkan tindakan pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh 

Pegawai Negeri Sipil lain kepada atasannya.  
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